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BUPATI HALIIIAHBRA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata dan menselaraskan pen-veienggaraan
tugas-tugas tridang Peneiitlan dan Pengembangan secara trerda-ya guna
dan berhasil guna agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka diperlukan penguatan kapasitas dan kapaLrilitas
sumber daya aparatur bidang Penelitian dan Pengembangan dalam
mendukung penSrelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa mengingat kompleksnl.a berbagai perrnasalahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah
Kabupaten Halmahera Rarat khususnva dibidang Penelitian cian
PenS;embangan serta untuk peningkatan kinerja Bupati, maka sangat
dibutuhkan keberadaan Staf Khusus Bupati Bidang Peneiitian dan
Pengembangari daiam mendukung penyeienggaraan Pemerintahan
Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Hahnahera Barat
tentalg Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Penelitian dar:.
Pengernbangan Dalam Mendukung Penvelenggaraarl Pemerintahan
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun '2A2'2.

tutengingat : 1. Undang*undang Nomor 60 Tahun 1958 t.entang Penetapan Unclang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan l)aerah-
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wila3,ah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku rnenjadi Undang-undang;

2 Undang-undar:g Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pen3zelenggaraan
Negara yang bebas dari Koiusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penttrahan atas
Unciang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten l{almahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Katrupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
lJirrlang-undang Nomor 1 Tahun '20A4 tentang Perbendaharaail Negara;
Undang-undang Nomor 33 1'ahun '2AA4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan l)aerah;

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun '2011 tentang Pembentukan
Per"aturan Perundang- undangan;

9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2A14 tentang Aparatur Sipil
Negara;

l0.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah;
11.Unclang-undang Nomor 30 Tahun 2A14 tentang Administrasi

Pemerintahan;
l2.Peraturzln Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang l)ana

Perimbangan;
l3.Peraturan Pemerintah Neimor 18 Tahun 2016 tentang Ilerangkat

Daerah;
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l4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A17 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

l5.Feraturan Pemerintah Nomor 1'2 Tahun zOLg tentang Pengeloiaan
Keuangan Daerah;

16.Peratriran Presiden Nomor 87 Tahun '2A14 tentang Peraturan
Peiaksanaan Undang-undang Nomor 72 Tahun '2A11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

l7.Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentaug
Perubahan Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

lS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun '2A20 tentang
Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan l)aerah;

l9.Peraturan Daerah Kabupaten Haimahera Barat Nomor 2 Tahun 2A21
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
It{omor 6 Tahun 2AL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Haknahera Barat;

?0"Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Notnor 1 Tahun 2A'22
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ilalmahera Barat'lahun Anggaran 2O22;

2l.Peraturan Bupat-i Halmahera Barat Nomor '2 Tahun '20'22 tentang
Penjabaran APRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

MEMU?USKAN:

Mengangkat Saudara AIIDRE DEMI?RfUS, S.IP., M.A sebagai Staf
Khusus Bupati Halnaatrera Barat Bidang Penelitian dan Pengembangan
DalaJn Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Masa kontrak kerja Staf Khusus Bupati Bidang Penelitian dan
Pengembangan Dalam Mendukung Penyelenggaraarl Pemerintatran
Daerah selama 5 Bulan terhitung muirai tanggal 1 Bulan Agustus
sampai dengan targgal31 Bulan Desemtrer Tahun 2022.

Masa kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sewaktu-waktu
dapat ditinjau dan/atau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan
kehijakan pemerintah dan/atau bertentangan dengan hal-hal lain yang
bersifat teknis.

Staf Khusus Bupati Bidang Penelitian dan Pengembangan Dal;am
Mendukung Penyelenggaraan Pemerintatran Daerah dapat diberikaa
tur{angan kinerja dengan besaran Rp. 5.OOO.OOO,- (Lima Juta
Rupiah).

Staf Khusus Bupati Bidang Penelitian dan Pengembangan Dalam
Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain memperoleh
Hak-hak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat pula
diberikan tambahan penghasilan lain sepanjang tidak bertentangan
dengal peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Staf Khusus Bupati Bidang Penelitian dan Pengembangan Dalam
Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diberikan
bantuan biaya perjalanan dinas Dalam Daerah maupun Keluar Daerah
(Dalam Negeri) disetarahkan dengan Perjalanan Dinas Non PNS.

Staf Khusus Bupati Bidang Penelitian dan Pengembangan Dalam
Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas
sebagai berikut :

a. Memberikan bahan masukan, kajian dalam perumusan kebljakan
Bupati Bidang Penelitian dan Pengembangan Dalam
Penyelenggaraan Pemerintaha-n Daerah yang mencakup pelayanan
administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
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b. Melaks*nakan idr-ntifikasi dan a:ralisis pok*k pcrmasal*1x:* ,1.sng
trigen dan strategis r1i bidar:g Penei:itian rlan P*r:gerrbangan;

c. h{en-vusur: pererllranaari} pelaksa::aan dan evsluasi terhasap
peiaksanaan ktbi.jakan per:rerlntahar: daerah i:ir3ang lleneiitia* dan
Pengembangan;

d. Memantau dan melakukan kajian/analisis terharlap kebijakan
I)aerah bidang Penelitian dan Pengembangan agar sesuai dengan
Visi dan Misi Bupati serta kebutuhan Daerah;

e. Tugas-tugas khusus lain yang diberikan oleh Bupati.

Staf Khusus Bupati Bidang Penelitian dan Pengembangan, dalam
menjalankan tugas berkoordinasi dengan Sekretaris l)aerah clat
rnelaporkan kepada Bupati.

Segala biaya yang akan timbul sehagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanj*
Daerah {APBD) Pos Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2422.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal riitetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

Jailolo
2422

RUPATI BARAT,

?embusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur lnspektorat Kab. Halmahera Barat di.lailcllo,
3. Kepala ISPKD Kab. I{almahera Barat di Jailalo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ass. Bid. trko. & Pernbangunan

Kabas. Hukum & JAMES UA!$G
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